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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. AP. Petta Rani No. 1 Telp. 873209 - 872164 Fax. (0411) 854010
MAKASSAR -90221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 338/VIII/TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pendapatan
daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperlukan suatu
pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
mengatur tata cara pelaporan realisasi penerimaan Pendapatan
Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Standar Operasional
Prosedur Pelaporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada
Badan Pendapatan Daerah;
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam



10.

11.

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2006 Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 281);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012
tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
309);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
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Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 99);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 Nomor 52);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 14};

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Realisasi
Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

SOP Pelaporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas Pelaporan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Pada saat Keputusan Kepala Badan mulai berlaku, maka
Keputusan Kepala Badan Nomor 311/XI/Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur “Ketetapan Waktu Rekonsiliasi
Pendapatan Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 10 - 8 - 2020

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680821 199103 1 010

Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan} di Makassar;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; dan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 338 / VIII / TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN REALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pelaksana
Kantor Pusat UPT Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kepala Seksi| Pembantu
Kepala Bidan Kasubag Bendahara . Pendataan | Bendahara
Kepala Badan P g keuangan/ | Penerimaan | Kepala UPT . Kelengkapan Waktu | Output
Perencanaan dan Penerimaan
PPK Bapenda .
Penerimaan UPT
1 |Menerima, menyimpan, menyetor, - .
menatausahakan penerimaan pendapatan daerah STS, C19 (detail Laporan
kasir), slip setoran| 1 bulan
o BKU
yang tervalidasi
2 |Membuat laporan bulanan realisasi penerimaan .
Pendapatan daerah data harian
realisasi 1 hari | Laporan
penerimaan
3 [Melakukan verifikasi dan mengumpulkan laporan
realisasi penerimaan Pendapatan daerah - Laporan 1 hari | Laporan
4 |Menandatangani dan menyampaikan laporan —
bulanan realisasi penerimaan pendapatan daerah Laporan 15 menit| Laporan
S |Menerima laporan bulanan realisasi penerimaan Apabila
pendapatan daerah dan meneruskan ke Pejabat tanggal 3
Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat jatuh pada
tanggal 3 bulan berikutnya hari libur
Laporan 1 hari | Laporan maka
disampaikan
pada hari
kerja
berikutnva |
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Pelaksana
Kantor Pusat UPT Mutu Baku
No. Kegiatan | Keterangan
Kepala Bidan Kasubag Bendahara NMMMMMWMNmu MM“—”M“MN
Kepala Badan P g keuangan/ | Penerimaan | Kepala UPT . Kelengkapan Waktu | Output
Perencanaan PPK Bapenda dan Penerimaan
P Penerimaan UPT
6 |PPK meneruskan laporan bulanan realisasi
penerimaan pendapatan daerah ke Bendahara v.
Penerimaan
7 |Merekapitulasi, menverifikasi dan menyusun Rekonsiliasi
laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah realisasi
seluruh UPT Pendapatan Wilayah penerimaan
antara
Laporan 3 hari | Laporan wmnmw.:ﬂm,%mb
Bapenda dan
Sipada
dilakukan
setiap hari
8 |Menyampaikan laporan penerimaan realisasi
penerimaan pendapatan daerah kepada PA .
melalui PPK Laporan 15 menit| Laporan
9 |Melakukan verifikasi laporan Data realisasi
pertanggungjawaban atas realisasi penerimaan < penerimaan dari 1 hari
pendapatan daerah masing-masing ari | Laporan
UPT
10 |Melaksanakan  rapat rekonsiliasi realisasi i
penerimaan pendapatan daerah dengan Bidang . . Berita Paling lambat
PAD, Bidang TSI, Bidang Binwas dan UPT Peserta dari UPT | 1hari | acara |\ o 7
Bapenda _ rapat
11 [Menyusun laporan hasil rekonsiliasi realisasi
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah data hasil rekon | 1 Hari konsep
lingkup Bapenda laporan
12 [Menandatangani laporan hasil rekonsiliasi
realisasi penerimaan pendapatan daerah Konsep laporan |30 menit| Laporan




Pelaksana

Keterangan

— |

Kantor Pusat UPT Mutu Baku
No. Kegiatan .
Kepala Bidang|  X25Uba8 | Bendahara pendataan | Bendahara
Kepala Badan P g keuangan/ | Penerimaan | Kepala UPT Kelengkapan Waktu | Qutput
Perencanaan dan Penerimaan
PPK Bapenda .
Penerimaan UPT
13 [Menyampaikan laporan  hasil rekonsiliasi
penerimaan pendapatan daerah kepada
O.EUQ.SE melalui PPKD dengan tembusan v@ Laporan 30 menit| Laporan
JBidang Perencanaan dan Pelaporan Badan
Pendapatan Daerah
14 |Menerima laporan hasil rekonsiliasi realisasi )
penerimaan pendapatan daerah laporan 1 hari | Laporan Paling lambat
tanggal 10
15 |Mempersiapkan bahan rekonsiliasi untuk bahan
penyusunan APBD Laporan 1 hari | Laporan
Ditetapkan di Makassar

H.S [

tanggal, 10 Aoustus 2020

os., M.Si

Pangkat : Pembi

a Utama Muda

NIP. 19680821 19103 1 010




